
 
BUPATI BANGKA 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
SALINAN  

PERATURAN BUPATI BANGKA 
NOMOR  24 TAHUN 2015 

 
TENTANG 

  PERUBAHAN  KEDUA ATAS 
 PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH        

TAHUN ANGGARAN 2015 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI  BANGKA, 
  
Menimbang      : a. bahwa  sehubungan  dengan adanya  penyesuaian 

petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 
khususnya Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan 
Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas 
Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah serta Program Satam Emas dipandang perlu 
dilakukan perubahan kedua atas Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 

b. bahwa  Perubahan Kedua atas Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu diatur 
dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000   tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4033); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);                                                                                   

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,  Tambahan  Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400);  

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  

10. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir  
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4712); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Kabupaten Bangka  (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka  
Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bangka Tahun 2014 Nomor 11 Seri D);     

24. Peraturan Bupati Bangka Nomor  28 Tahun 2014 tentang 
Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2015 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 
33);   

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan: PERATURAN BUPATI  BANGKA TENTANG PERUBAHAN 

KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 28 
TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  TAHUN ANGGARAN 
2015.                                                                                       

PASAL  I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 33) 
diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:                                                                   

 Pasal  1      
Perubahan Kedua Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 1.017.248.754.399,- Bertambah 
sejumlah Rp.5.600.000.000,- sehingga menjadi Rp.1.022.848.754.399,- 
dengan rincian sebagai berikut: 
 

       a. Pendapatan Daerah 
 1. Semula Rp. 949.400.153.483,- 

 2. Bertambah / (berkurang)  Rp.                         0,- 

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan      Rp.949.400.153.483,- 

b. Belanja Daerah 
 1. Semula Rp. 1.017.248.754.399,- 

 2. Bertambah / (berkurang)  Rp.        5.600.000.000,- 
Jumlah Belanja setelah Perubahan             Rp.1.022.848.754.399,- 

            Surplus / (Defisit) setelah Perubahan          Rp.   (73.448.600.916,-) 

c.  Pembiayaan Daerah 
1. Penerimaan              

  a.  Semula Rp. 73.922.350.916,- 
  b.  Bertambah / (berkurang)  Rp.   5.600.000.000,-                   0,-                                               

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan        Rp.  79.522.350.916,- 
 

 2. Pengeluaran              

  a.  Semula Rp.  6.073.750.000,- 
  b.  Bertambah / (berkurang)  Rp.                       0,-                                                         

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan          Rp.  6.073.750.000,- 
           Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 73.448.600.916,- 
 
  Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  
  setelah Perubahan                                          Rp.                       0,-      

2.  Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal  2 
Ringkasan Perubahan Penjabaran  Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I 
Peraturan ini.  

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal  3 
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam  Lampiran 
II  Peraturan ini.                                                                                                                     
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4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:                                                                                                               

Pasal  4 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.                                                                     

5.  Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:   

Pasal  5 
Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam 
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (DPPA – SKPD).                                                                                                                             

   
PASAL II 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka. 

  
 

Ditetapkan di Sungailiat 
pada tanggal  26 Mei 2015            

BUPATI BANGKA,  
     Cap/dto 
TARMIZI SAAT      
                                       

Diundangkan di Sungailiat 
Pada tanggal  26 Mei 2015            

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANGKA, 
  Cap/dto 
      FERY INSANI 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2015 NOMOR 31 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 

       Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
       KABAG.  HUKUM DAN HAM, 

 
 
 

DONI KANDIAWAN, SH. MH 
PEMBINA 
NIP. 19730317 200003 1 006 

 


